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Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mereformasi sektor keuangan dengan menetapkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan. Undang-Undang
ini mengubah sejumlah pasal dalam 17 (tujuh belas) perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya
adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang K epailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang dan Undang- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa K euangan serta
perundang-undangan lainnya. Dalam pasal 8B Undang-Undang PPSK menjadikan Otoritas Jasa Keuangan
sebagal satu-satunya lembaga yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pelaku Usaha
Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan pemerintah menambahkan
kewenangan Otoritas Jasa K euangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan pkpu dan

pel aksanaan mekani sme penambahan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. M etode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan
deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kewenangan OJK untuk mengajukan
permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap pelaku usaha jasa keuangan didasari atas urgensi untuk
meningkatkan sektor keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, stabil
dan dapat dipercaya karena OJK yang mengetahui kondisi keuangan dan sektor keuangan secara
keseluruhan. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku usaha jasa keuangan
dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Otoritas Jasa
Keuangan memiliki peran penting untuk mengeluarkan peraturan pelaksana sebagimana dengan
pertambahan kewenangannya. Undang-Undang PPSK belum mencantumkan peraturan pelaksana sehingga
Otoritas Jasa K euangan dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu
dengan mengacu pada Undang-Undang OJK dan Undang-Undang K epailitan dan PKPU.

...... The government has issued a policy to reform the financial sector by enacting Law Number 4 of 2023
concerning Development and Strengthening in the Financial Sector. Thislaw amends a number of articlesin
17 (seventeen) laws in the financial sector, including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and
Postponement of Debt Payment Obligations and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services
Authority and other laws. Article 8B of the PPSK Law stipulates that the Financial Services Authority isthe
only institution that can apply for a declaration of bankruptcy against Financial Services Business Actors.
The purpose of this study isto find out the government's considerations for adding the authority of the
Financial Services Authority in submitting requests for bankruptcy and pkpu statements and the
implementation of the mechanism for increasing the authority of the Financial Services Authority. The
research method used is a qualitative research method with a normative juridical research type and uses
analytical descriptive. The results of the research show that it is within the authority of the OJK to submit
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requests for bankruptcy and PKPU statements against financial service business actors based on the urgency
to improve the financial sector which can support strong, balanced, stable and trustworthy economic growth
because the OJK knows financial conditions and the financial sector asawhole. Thisis also to ensure legal
certainty and justice for financial service business actors and aso to increase public trust in financial service
business actors. The Financial Services Authority has an important role to issue implementing regulationsin
line with the increase in its authority. The PPSK Law does not include implementing regulations so that the
Financial Services Authority can follow the provisionsin a higher Law, namely by referring to the OJK Law
and the Bankruptcy Law and PKPU.



